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BUPATI PRINGSEWU 
PROVINSI IAMPUNG 

PEFATURAN BUPATI PRINGSEWU 
NOMOR 02 TAHUN 2018 

TENTANG 

SAL NAN 

TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEOIAAN1 

GANTI UANG PERSEDIA.\N, TAMBAH UANG PERSEDIAAN 
DAN MEKANISME LANGSUNG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSEWU, 

a~ hahwa c:u3lam rangka peningkatan akuntabilitas dan 
cransparansi pengelolaan keuangan daerah serta 
acbagai pclaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan 
Pemberatasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat 
Edarru1 Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ 
tanggal 1 7 April 201 7 tentang Im.plenlentasi 
Tr~n~ ksi Non Tuna.i pada Pemerintaha.n Da.erah 
Kabupaten/Kota 1 maka perlu dilakukan percepatan 
implementasi t:ransa.ksi non tunai pad.a pemerintah 
daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana 
uirn~ud dalam huruf a~ perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran 
Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan~ 
Tambah Uang Persecliaan dan Mekanisme Langsung; 

l. Undruig Unrlan.g Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih clan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75J 
Tamlntl1m1 ~ml.J~d.Il Negara Republik Indonesia 
Norn.or 3851); 

2. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 Lenlang 
Keuangan N~gAra (T...l!m hRnin N~gRni RP-puhlik 
Indonesia Tahun '.2003 Nomor 47 1 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3~ Undang-Undang ?'iomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendah.B.Iaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta.hun 2004 NomoI" 5, Tumbahan 
Lem.baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambllhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahu,., ?.008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
1..ampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T-clhun 2008 ~omor 185, Tambahan Lembaran 
.Negara Republik Indonesia ::"fomor 4932); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tJentang 
Pembentukan Pemt.umn PP.nindi;mg-undangan 
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonP.~ia TAhun ?.014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah be'berapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undan.g Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2014 Nu111ur 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Da.erah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndune5ia 
Nnmnr 4578); 

10. Peraturan Pem.erintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pe1aporan Keuangan dan Kinerja Jnstansi 
Pemerintah (Lembaran Nepra Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nuwur 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor t,88"/); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaima.na telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahon 2011 (Berita Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Da.erah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2015 
Nomor 2036); 

14. Peraturan Direlctur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Pembayaran atas Beban Anggaran PendapatBn dan 
Belanja. Negara sebagainiana. lelah diubw:1 dengan 
Peraturan Direktw Jenderal Perbendaharaan Nomor 
PER- l l/PB/2011; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Uaerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor07]; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Numur 15 
'l'ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu jLembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 
16); 

MEMUTUSKAN: 

PER.I\TORAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMBAY ARAN MELALUI UANG PERSEDIMN, GANTI 
UANG PERSEDlAAN, TAMBAH UANG PERSEDlAAN DAN 
MEKANISME 1..A,'iGSUNG. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam PP.n1turan Rupati ini, yang dirnak!lud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerint.ah Oaemh adalah Bupati beserta Peranglmt 
Daerah sebagai unsur penvelenggara. Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya rencana keuangan t.ahunan pemerintah 
daer-..th yang dibahas dan disetujui bersama olell 
pemerintah daer.ah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

5. Dokumen Pelaksanaan AnJWtran OPD yang 
selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja dan pembiayaan 
yrutg digu.nakan scbagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 



7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan 
Kerja Pengelc,la Keuangan Daerah yang selanjutnya 
dieebut Kepala SKPKD yang m.empunyai tugas 
me1aksanakan pengelola APBD dan bertindak 
sebagai bendaha.ra umum daerah. 

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak daJam 
kapasitas sebagai BUD. 

9. Kuasa. BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
meJaksanakan sebagian tugasBUD. 

10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penertmaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

11. Organisasi Perangkat Dacra.h yang sclanjutnya 
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah 
selaku pengguna anggaranjpenggunaan barang. 

12. Pengguns. Anggaran yang sehutjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
OPD yang dipimpinnya. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disingk.at KPA atlahd1 pejo:1.lm.l yi:lllg clilieri kua-. 
untuk melaksanakan sebagia.n kewenangan PA 
dalam melaksanakan sebagian tugaa dan fungsi 
OPD. 

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang 
melaksanakan sa.tu atau beberapa kegiatan dari 
suatu p:rogrmn sesuai dengan bidllJlg tugasnya. 

lt,.1-'ejabat Penatausahaan Keuangan 01-'U yang 
selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang 
mP.lak,u:inakan fnng.~ tat.a usaha keu.anpn ~na 
OPD. 

16. Pejabat Penatausahaan KeWUlgrul PPKD yang 
selanjutnya disingkatPPK-PPKD adalah pejabatyang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada 
PPKD. 

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan dan 
mempertang,gun,Riawabkan uang untuk keperluan 
belanja daerah da1arn rangka pelaksanaan APBD 
padaOPD. 



18. Bendahara Pengelu.aran Pembantu adalah pejabat 
fungsional yang ditunjuk menerima, menJiJnpan, 
membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabka.n uang untuk keperluan 
belanja daerah dalam rangka pelaksan.aan APBD 
OPD. 

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
~tan/Bendahaia Pengeluaran/Dendahara 
Pengeluamn Pembantu unn1k mengajukan 
permintaan pembayaran. 

20. Surat Penyediaan Dana yang selanju1nya disingkat 
SPD adalah dokumen _yang men.vate.kan tersedianya 
dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar 
penerbitan SPP. 

21. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP­
UP adalah dokumen yang diajukan oleh liendahara 
Pengeluaran/Bendahara rengeluaran Pembantu 
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifa.t 
pengisian kembali {revolving) yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 

22. SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut 
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh 
Bendahant. Pengelu:cmu1 / Be11did11:u·a Pengeluaran 
Pembantu untuk permintaa.n penggantian Uang 
Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan 
pembayaran langsung. 

23. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya 
disebut SPP·TU adalah dokumen yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pcmbantu untuk pennintaan Tembah Uong 
Persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang 
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 
pembayaran langsung dan Uang Persediaan. 

24. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS 
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
untuk pennintaan pembayaran langsung kepada 
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja 
atau surat perinte.h kerja lainnya dan pembayaran 
gaji dan tunjangan dengan Jumlah, penertma, 
peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang 
dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

:JS. Surat Perintah Membayar yang eelanjutnya. disinglcat 
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA 
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
atas beban pengeluaran DPA-OPD. 



26. 8PM Uang Persediaan yang selanjutnya disebut 
SPM-UP adaJan dokumen yang diterbitkan oleh 
PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah Pencanan 
Dana ata& beban pengeluaran DPA-OPD yang 
dipergunakan sebaRai Uang Persediaan untuk 
mendanai kegiatan. 

27. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 
disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh PA/Kl:'A untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengcluaran DPA-OPD 
yang dananya dipergunakBn unh•lc mengganti Uang 
Persediaan yang telah dibelanjakan. 

2R. SPM Tambah Uang Pe~iaan yang selanjutnya 
disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-Ot'U, 
.karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah 
bat.as pagu Uang Pers,,,diaau yang tersedia. 

29. Surat Perintah Mcmbayar Langsung yang 
selanjutnya disebut $PM-LS adaJah dokumen yBng 
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Su.rat 
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran 
OPA-OPD kepada pihak kctiga.. 

30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
di~but SP2D adalah dokumen yang digumikan 
sebagai dasar J)f!Tleairan dana yang diterbitkan BUD 
atau Kuasa BUD berdasarkan SPM. 

31. Penanggungjawaban Ua.ng Persediaan adalah 
dokumen pertanggungjawaban seba,i:ai dasar 
pengajuan ganti uang persediaan. 

BABil 
RUANO LJNGKUP 

Pasal2 

Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan terdiri 
ataa: 
a. pembayaran melalui Uat1g Pereediaan (UP); 
b. pembayaran melalui Tambah Uang (TU) persediaan: 

dan 
c. pembayaran Langsung (LS). 

PasaJ 3 

.t'ennintaan pembayaran dalain rangka pengadaan 
barang/jasa. berlaku ketcntuan, pembayaran tidak. bul~h 
dilakukan sebelum hiuang/jasa diterima. 



,-. 

.BAB Ill 
UANG PERSEDIAAN 

Bagian Kesatu 
Batasan Uang Persediaan 

Pasal4 

(l) Uang Pe~sediaan (UP) digunakan untuk keperluan 
membiayai kegiatan operasional 11ehari-hari OPD 
dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat 
dilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

(2) Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dari 
BUD kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu yang dapa.t diiai kembali 
atau dimintakan penggantiannJ'l') (reuoll1inQI. 

(3) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan 
operasional sehari-hari OPD dan membiayai 
pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui 
mekanisme Pembayaran LS. 

(4) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu kepada 1 (sa.tu) penerima/penyedia 
barang/jasa. paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,­
(sepuluh jut.a T"Upfah) kf'!Cuali untuk pemhayaran 
honorarium dan perjalanan dinas. 

(SJ Pada setiap akhir hari kerja, uang t1.1ruu yang 
berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
paling banyak sebesar Kp. 20.000.000,- (dua puluh 
juta rupiah). 

(6) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: 
Belanja Baiang, Belanja Modal dan Bela.Jlja Lain­
lam. 

(7) Bendtlhara Pengeluaran meltt.kuk!Ul pengga.ntian 
( revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana 
yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia 
dalamDPA. 

(8) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada 
e.yat (7) dilakukan apabila UP telah dipergunakan 
paling sedikit 80"/o (delapan puluh persen), SPJ 
l\dministrasi dan pcngcsahan pertanggungjawaban 
oleh Pengguna Anggaran (PA). 

(9) Pengajuan pcngga.ntian UP setiap bulan :melal1.1i 
Bendahara Pengeluaran dengan mengguna.kan 
mekanisme GU apabila UP yang <tikelolanya telah 
dipergunakan paJing sedikit 80% (delapan puluh 
persen). 



( 10) DalaJn 2 (dua) buJan sejak SP2D UP diterbitkan, jika 
OPD tidak mengajukan penggantian UP maka 
SeJ..TCtari8 Daerah/Kepala BPKAD atas nama Bupati 
mP.nyampajkan surat teguran kepada PA. 

(11) Dalam l (aatu) bulau sejak. ili:s,unpaikan surat 
pemberitahmin belum dila.kukan pengajuan 
penggantian UP, maka Kepala BPKAD akan 
mengurangi UP sebesar 5% ( lima persen). 

(12) 1 (satu) bulan berikutnya. jika belum dilakukan 
pengajuan penggantian UP, Kepala BPKAD 
nu~ngurd.ngi UP sebesar 10% (sepllluh persen). 

(13) Pengurangan dana UP dilakukan dengan cara 
memperhitungkan pengurangan UP dan at.as 
persetujuan Bupati yang dituangkan drurun revisi 
Surat Keputusan Bupati tentang besaran UP pad.a 
OPD yang bersangkutan. 

BagianKedua 
Cara Penghitungan Besaran Uang Persediaan 

Pasal5 

(1) Besaran UP dari pagu DPA bera.sal dari: 

a. belanja pegawai, antara lain: 
1. honorarium Aparatur Sipil Negara/Non 

Aparatur Sipil N~ra; 
2. uang lembur/uang makan lembur Aparatur 

Sipil Neg,.ra/ Non Aparatur Sipil Negara; atau 
3. biaya perjalanan kegiatan rapat dalam kota 

Apai·atur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil 
Negara. 

b. belanja barimg dan jasa, antara lain: 
1. belanja bahan pakai habis; 
2. belanja bahan/matetiaJ; 
3. belanja jasa kantor; 
4. belanja perawatan kendaraan bermotor; 
5. bel1:1nja cetak clan pengganda.an; 
6. belanjn sewn rumah/gcdung/parkir; 
7. belanja sewa ~mnA mobilitas; 
8. belanja sewa alat berat; 
9. belanja sewa perlengkapan dan pera]atan 

kantor; 
l 0. belanja makanan dan minuma.n; 
11. belanja perjA Ian an dinas; 
12. belanja kursus, pelatihan, sosia.lisasi dan 

bimbingan teknis ASN; dan 
13. belanja tenaga ahli/infrastruktur 

narasumbcr. 



(4) Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Kuasa BUD menerbitkan Surat Perlntah 
Pencairan Dana untuk rekening Bendah.ara 
Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP. 

B~K=inpal 
Pembayaran dengan Uang Pel"Sediaan 

Pasal 7 

(1) Pembayaran pengeluaran pada Kelompok BeJanja 
Langsung dila.ksana.kan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Uang Persediaan untuk pembayaran sebagaunana 
climaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh 
Bendahara Pcngeluaran/Dendahara Pengeluaran 
Pembantu kepada =hi penerima/penyedia 
barang/jasa tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000,­
{sepuluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran 
perjalanan dinas clan pengadaan tanah. 

{3) Dengan adanya peraturan rentang transaksi non 
tunai maka pembayara.n c,leh Bendahara 
Plmgeluaran/Bendahara Pengeluaran Pemruintu, 
dalam kPadaan tertentu tidak dapat dila.kukan 
transaksi non tunai, dapat dilakukan secara Tunai. 

(4) Transaksi yang dimaksud pada ayat (3), besarnya 
sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah) per penerima (orang). 

Bagian Kclirna 
Pertanggungjawaban Uang Persediaan 

Pasal8 

(1) Pertanggungjawaban Uang Persediaan diverifikasi 
oleh PPK-OPD dan mendapat pengesahan dari 
PA/KPA, 

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantll melakukan pembayaran melalui 
pemindahbukuan kepada penerima/penyedia 
baran,g/jasa untuk selanjutn.va ditatausahakan dan 
dibukukan ke dalmn SIMDA atau elektronik-Buku 
Kas Umum {e-BKU). 

(3) Pembukuan kedalam SIMDA atau e-BKU 
sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dllaksanakan 
deng11n ketentuan eebagai berikut: 
a. ur,tulc tr-ar,salcs; sampai df'!llg;,tn pukul 15.00 

WJB dibukukan pada hari kerja berkenaan; dan 
b. untuk transaksi setelah pukul 15.00 WIB 

dibukukan pada hari kerja berikutnya. 



(2) Nonna perhitungan beBal'all UP sesuai besarnya 
pagu sebagai berikut: 

a. 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DPA menurut 
klasiftkaai belanja barang dan belanja lain-lain 
yang diijinkan Ulltuk. dibt:r.ikan UP, maksimal 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 
pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,­
(sembilan ratusjuta rupiah); 

b. 1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DPA 
roenurut k1asifikasi belanja barang dan belanja 
lain lo.in yang diijinkan untuk diberikan UP, 
maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) untuk pagu diata.s Rp. 900.000.000,­
(sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 2.400.000.000,- (dua miliar eropat ratusjuta 
rupiah); 

c. 1/24 (satu per duapuluhempat) dori pagu DPA 
menurut klasifikasi belanja barang dan belanja 
lain-lain yang diijinkan untuk diberikan UP, 
maksimal 1-(p. :,mo.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,­
(dua mi1iar empat ratu!II juta n1piah) srunpai 
dengan Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar 
rupiah); 

d. 1/30 (sa.tu per tiga puluh) dari. pagu DPA 
inenurut klamJik.a.si belanja barang dan belanja 
lain-lain yang diijinkan untuk diberikan UP, 
maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah) untuk pagu diataa Rp. 6.000.000.000,­
(enam miliar rupiah). 

RagianKetiga 
Pengajuan Uang Pensediaan 

Pasal6 

(l) Berdasarkan penetapan pagu Uang Penediaan 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 4 ayat {4) dan 
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan, 
Bendahara 1-'engeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu pada OPD menerbitkan dan mengajukan 
SPP-UP kepada PA/KPA melalui PPK-OPD. 

(2) SI"P-Uf' diajukan sa.tu kali dalaln salu tJ:1hun 
anggaran padsi SP-ti1=1p ~wal tahun anggaran. 

(3) PA/KPA menerbitkan SPM-UP berdasarkan SPP-UP 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) o.bls 
permintaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu yang dibebankan pada Uang 
Persediaan. 



(4} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu wajib melaporkan pertanggungjawaban 
administrasi bulanan kepada PA/KPA dan 
pertanggunsjawaban fungsiona1 bulanan kepada 
BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atas 
Uang Persediaan yang sudah atau belum 
dtpergunakan. 

Bagian Keenam 
Pengajuan Ganti Uang Persediaan 

Pasal9 

(l) Pengisian kembali Uang Persediaan (revolving) 
sebagaimana dimaksud dale.rn Pasal 4 ayat (2) 
dilakukan apabila Uang Persediaan telah 
dipcrgunakan dan dipertanggungjawabkan, paling 
sedikit 800/o {deli:ipan pnlnh persen). 

(2) Pengisian kembali Uong Pcracdiaan diajukan olch 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluamn 
Pembantu dengan penerbitan SPP-GlJ. 

(3) SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (21 
diajukan kepada PA/KPA melalui Pejabat 
Penatausahaan Keuangan (PPK} OPD untuk 
dilakukan verifikasi sesuai dengan kctcntuan 
verifikasi dalam kebijakan pena.tausahaan keuangan 
da.erah. 

(4) Berdaaarkan verif'tkasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), PPK-OPD menyia.pkan dan mengajukan 
SPM-GU lcepada PA/KPA. 

(5) Pengajuan SPP-GU dan SPM-OU sebagaimana 
dimaksud pada ayat 13) dan ayat (4) diajukan 
eebeear Uang Per&edias.n yang tclah dipergunakan 
dan dipertanggungja"IAoabkan. 

(6) PA/KPA, PPK-OPD dan Bendahara Pengelua.ran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu 
bertanggungjawab secara formil clan materiil atas 
SPP-GU dan SPM-OU sebagaimana dimaksud pada 
ayal (5). 

(7) PA/KPA mengajukan pengisian kemba.li Uang 
Persediaa.n (re11ul11iriy) melalui SPM-GU kepada. 
Kuasa.BUD. 

(8) DWlUil pengajuan SPM-OU kepada Kuasa BUD 
dilampirkan paling sedikit: 
a. laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan; 
b. tanda terima laporan pertanggungjawaban 

fungsional buJan sebelumnya; 



c. surat pemyataan PA/KPA bahwa \Jukli 
pertanggungjawaban atae pengsunaan Uang 
Persediaan tdah le~p, diveriftkasi dan 
mendapat pengesahan; 

d. salinan SPD; 
e. ii>nnulir rekomendasi Bid.an.g Aset BPKAD 

Ka.bupaten Pringscwu; 
f. fonnulir rekomendasi persetujuan Bidang 

Akutansi. 

(9) Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a 
memuat: 
a. laporan pengesahan be1anja dan saldo 

dipertangunsj1:1w1:1\Jkan dan telah diinput dalam 
sistem penata.usahaan pembukuan bendaha-ra 
atau sistem SIMDA; 

b. laporan realisasi belanja per kode rekening; 
c. rekening koran sampai dengan tanggal 

pengajuan Uang Persediaan; dan 
d. berita aca:ra pemeriksa.an ka6 pada tanggal 

pengajuan ganti uang JlP.T"AAdillAn. 

(10) La.poran pertanggungj1tw1tb.u1 Uang Persediaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, 
huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(11) Berda.sarkan pengajuan SPM-GU clan dokumen 
sebagaimana. dimaksud pada ayat (81 dan ayat (YI, 
Kuasa BUD melakukan penelitian kelengkapan 
dokum.en derigan daftar uji ke\engkapan dokumen. 

(12) Berdasarkan penelitian dokumen sebagaimaiia 
d.imakaud pada ayat (l l), Kuasa BUD menerbitkan 
SP2D Ganti Uang Persediaan clan melakukan 
pemindahbukuan Ire rekening OPD/UKPD. 

BAB IV 
TAMBAH UANG PERSEDIAAN 

Pasal JO 

(1) PA/KPA dapat mengajukan tambah Uang Persediaan 
kepada Kuasa BUD sesuai will:lyal1 OPD /UKPD 
dalam hal sisa Uang Persediaan pada Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
tidak cukup tersedia untuk membiayai satu atau 
beberapa kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak 
dapat ditunda. 



(21 Untuk mengajukan tambah Uang Persediaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) han1s 
memenuhi ketentuan Sl'bagai herikut.: 
a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling 

lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D 
diterbitkan; 

b. tidak dlguna.kan untuk kegiatan yang harus 
dilakaanakan dengan mekanismc pcmbayaran 
'laDRsung; 

c. permohonan persetujuan pemberian tambah 
UangPersediaan;dan 

d. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) 
bulan slsa dana yang ada pa.da J::Sendahara 
Pengeluaran/Bendohom. Pengcluaran Pembantu 
harus disetor ke Rekerring Kas Umum Daerah. 

(3) PA/KPA dapa.t mengajukan dispensasi perpanjangan 
waktu perta.nggungjs.waban Tamhllh Vang 
PersediaBn lebih dari I (satu) bulan kepada Kepa]a 
BPKAD dengan dibatasi hanya l (satu) kali untuk 
masa perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan 
berikutnya dan dieertai ela:san socam tertulia. 

(4) Dispensasi perpanjangan waktu 
pertanggungjawaban tambah Uang Perse<tiaan Jebih 
dari I (satu) bulan seoogni~ana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan ketentuan: 
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi l (satu) 

bulan; dan/atau 
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal 

yang tela11 ditetapkan yang diaklbatkan oleh 
peristiwa di luar kendali PA/KPA. 

(5) Persetujuan dispensasi perpanjangan batas akhir 
pertanggungjawaban uuul,ah Uang Persediaan 
aehBgaimana dimaksud pada ayat (3) menja.di 
lrewenangan Kepa]a BPKAD melalui Kepala Bidang 
Akuntansi. 

(6) P,mggunaan clispensasi penambahan waktu 
pertanggungjawaban tambah Uang Persediaan 
sebagaimana climaksud pada ayat (3) menjadi 
tanggung ja.wab PPTK yang melaksanakan kegiatan 
dengan sepengetahuan PA/KPA. 

(7) Pertanggungjawaban atas penggunaan tambah Uang 
Persediaan yaJtg memperoleh dispensa.si 
-.hagaimana dirnaksud pada ayat (3) dilakukan 
paling Iambat pada masa a.khir dispensasi. 



(8) l'engajuan tambah Uang Persediaan paling Iambat 
I (sa.tu) bulan scbclum tahun tmgeran berkenrum 
berakhir. 

(9) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak diberikml terho.dap pengajuan tambah Uang 
Persediaan yang dilakukan pada 1 (satu) bulan 
sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(10) Ketentuan pengajuan tambah Uang Persediaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga 
untuk pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah. 

(11) Ketentuan Jebih lanjut mengenai pengajuan dan 
pertanggungjawaban tambah Uang Persediaan 
untuk belanja biaya operasional pendidikan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

(l) Pennohonan persetujuan pemberian tambah Uang 
Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2) huruf c dibcrikan oleh Kepala DPKAD 
mehtlui Bidang Akuntans;, 

(2) Pemberian persetujuan t.ambah Uang l'ersediaan 
aebaga.unana dim!lbud pad.a ayat (1), dalam hal 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Kepala Bidang Akuntansi menerbitkan 
surat persetujuan tambah Uang Persediaan paling 
la.mbat 2 (dua.J hari kerja sejak dokumen diu:Jll[llj,. 

(3) Dalam hal permohonan tunbah Uang Pereediaan 
dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dima.ksud dala.m Paw 8, Kepala. 
Bidang Akuntansi mengembalikan kepa.c\a 'PA/KP4 
paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak 
dokumen diterima. 

(4) Dalam hal perhitungan sisa saldo Uang Persed:iaan 
yang terdapat di rekening Bendahara Pengelusran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu masih 
mencukupi untuk membiayai kegiatan yang 
d.iajukan untuk t:ambah Uang Persediaan, maka 
Bidang Akuntansi menolak pengajuan tambah Uang 
Persediaan. 

(5) Benia.sarkan surat persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
mengajukan SPP-TU dengan kelengkapan sebagai 
berikut: 



iL rincian rencana penggunaan dana untuk 
kebutuhan mendesak/tidak dapat ditunda dan 
kebutuhan rill serta rincian sisa. dana Uang 
Pensedi1:1.1:1I1 y.tJ.llg dimintakan tainbah Uang 
Persediaan; 

h. rekening koran yang menunjukkan saldo 
terakhir; 

c. surat pemyataan tanggung jawab mutlak 
PA/KPA bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut 
tidak dapa.t dilaksanakan/dibayar melalui 
mekanisme pemhaysiran langsung; dan 

d. sur.i:it per-.tujuan tambah Uang Peniediaan. 

(6} Kelengkapan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (5) 
digunakan sebagai kelengkapau pengajuan SPM-TU 
kepada Kuasa. BUD untuk diterbitkan SP2D. 

(7) Pengajuan SPM-TU tidak dapa.r disetujui apabila 
Lamlnd1 Uang Persediaan 8ebelumnya :yang t.elah 
mek!bihi jangka. walctu pertanggungjawahAn sitsiu 
dispensasi sebagaimana dimaksud da1am Pasal 9 
ayat (2) huruf a dan ayat (3) belum 
dipertanggungjawabkan. 

BABV 
PEMBAYARAN LANOSUNG 

Bagian Kesatu 
Batasan Pembayaran Langsung 

P1:uU1l 12 

(I) )-'embayaran atas belanja yang sudah pasti jum1ah, 
penerima dan waktu pcmbayoren dan/o.tcu 
pembayaran di atas Rp, 10.000.000,- (sepuluh jut.a 
rupiah), maka dilakukB.n melalui mekanisme 
pembayaran langsung. 

(2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat 11) dapatditujukan kepada: 
a. pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; 
b. penerima belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan Will 
pembiayaan; dan/atau 

c. Bendalulra Pengeluaran / Aendahsini P1mgP-luaran 
Pembantu. 



(3) Mekanisme pemba.yaran langsung melalui 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
l"'embantu dapat diguuakan untuk kepeduan 
pembayaran: 
a.. belanja peg,awsii; 

b. biaya perjalanAn kP-giatan mpat da)em kota 
Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil 
Negara; dan/atau 

c. belanja jasa petugas penunjang kegiatan leant.or/ 
Iapa11gHI1 (kuntrak perorangan). 

Bagi.a.n Kedua 
Pengajuan SPP-J_q 

Pasal 13 

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mengajukan SPP-LS untuk pembayaran 
kepada pihl:lk ketiga at.as pengadaan barang dan 
j.AAA sebagaimana. climaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
huruf a kepada PA/KPA melalui PPK-OPD. 

(2) SPP-LS sebagaimana llimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan dokumen eesuai dengan peraturan 
perundang-undangan terkait penatausahaan 
keuangan daerah. 

(3) Lam.pi.ran dokumen :sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disiapkan oleh PPTK untuk rli!!ampaikan 
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. 

(4} Dafam hal kelengkapan. dokumen yang diajukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tid.ak lengkap, 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mengembalikan dokumen SPP-1.S 
pengadrum bamng dan jasa kepada I'PrK untuk 
dilengkapi. 

(5) .Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu mcngajukan SPP·LS seha~iroana 
dimaksud pada eyat (1) kepada PA/KPA setelah 
ditandatangani oleh PPTK. 



Pasal 14 

(l) Pennintaan pembayaran Iangsung atas belanja 
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 
hasil, 1.1.mtuan keuangan clan pembiayaan 
sebagaimana dimabud dalam Pasal 11 ayat (2) 
huruf b oleh Bendahara Pengeluaran PPKD 
dilakukan dengan menerbitkan SPP-I.S yang 
diajukan kepada PPKD melalui PJ>K-PPKD. 

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilampiri dengan dokumen sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan terki.tit penatausahaan 
keuangan daerah. 

PasallS 

(l) Permintaan pernbayaran lrutgBUng yang dikelola oleh 
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu eebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (2) huruf c dilakukml dengan menerbitkan SPP­
LS yang diajuka.n keptl.da. PA/KP/\ mclalui PPK-OPD. 

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan dokumen sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan terkait penatausahaa.n 
keuangan daerah dan dilengka-pi dengan daftar 
penerima pembayaran. 

(3) Pembayaran langsung kepada penerima dilakukan 
dengan melakukan pemindahbukuan dari rekerung 
OPD ke rekerung penerima. 

BagianKetiga 
Penerbi.tan SPM-LS 

Pasal 16 

( 1 ) PPK-OPD /PPKD melakukan verifikasi sesuai dengan 
ketentuan Vl!rifikasi dalam kebijakan penatausahaan 
keuangan daerah atas dokumen penga.juan SPP-LS 
sebagaimana di.maksud dalam Pasal 12 sampai 
dengan Po.sal 14. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana 
dimakeud pada ayat (1) dinyarakai1 lengkap, 
PA/KPA/PPKD menerhitkan SPM-U~. 

(3) SPM·LS sebapimana dimaksud pada ayat (l) 
diajukan PA/KPA kepada Kuasa BUD untuk 
diterbitkan SP2D. 



Bagian Keempat 
Penerbitan SP2D 

Pasal17 

(1) KU!i.Sa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS 
yang diajukan oleh PA/KPA/PPKD agar pengeluaran 
yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Kelengkapan dokumen $PM-LS untuk penerbitan 
SP2D mencakup surat pemyataan t.anggung jawab 
PA/KPA dan c11.tck list kelengkapan bukti-bukti 
pengeluaran yang &ah dan lengkap eesuai dengan 
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Check list sebagaimana dimakaud pada ayat (2) 
ditandatangani oleh PA/KPA dan menjadi tan~ng 
jawab PA/KPA. 

(4) Berdasarkan cher.k li.<:t, dahun hal dokumen Surat 
Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 
menerbitkan SP2D. 

(5) Dalain ha1 dokumen SPM ~bagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau 
tidak aah dan/atau penielu.u-dn tersebut 
mP.lampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak 
menerbitkan SP2D. 

BAB VI 
MONITORING DA,'{ EV ALUASI 

~18 

( l) Kepala Bi.dang Akuntansi selaku Kuasa BUD 
melakukan monitoring terhadap: 
a. laporan pertanggungjawaban fungsional OPD 

yang harua dilaporkan paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya; atau 

b. batas waktu penyampaian pertanggungjawaban 
Tambah lJang Persediaan (TU). 

(2) Dalam hat terdapat 0PD yang tidak melakSJ'lnakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud daJam Peraturan 
Bupati ini, dapat dilakukan penundaan penerbitan 
SP2D. 



BABVIl 
KETENTUAN PENUTLTP 

Pasa.l 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku ~iak tanggal 00 
Januari 2018. 

Agar !V'!tiAp orang mengetahuinya merneri11tahkan 
pengundangan Pera.turan Bupati 1J11 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Oiuncfangkan di Pringsewu 
pada tanggal 03 .'.° le'- :t'.rl. ::!::, 10 

Uitetapkan di Pringsewu 
pada tanggal o , J anuart ~ 18 

BUPATl P.JWiG~WU, 

dto 

SUJADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMAN PM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEViU TAHUN :2018 NOMOR (; 2 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

Administrator
Typewritten text
JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINO:SEWU 
NOMOR : OJI 
TAHUS : ~1il 

FORMAT 1 

LAf'ORAN rENOESAJIAN BELAJ'fJA DAN $ALDO 
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

OPD 

LAPORAN PENGESAHAN.BELANJA DAN SALDO KAS TA ....... . 

Berdasarkan Transaksi s.d. tanggal ........... . 

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku PA/KPA OPD 
menyatakan dengan sebenamya bahwa belanja yang telah <tirealisasikan 
dan disahkan, maupun Saldo Kas per tanggal ............ adalah sebagai 
berikut: 

1. Total Saldo Ka& Belanja clan Pajak (II + Ill) 
-· 
No. Behan Belanja Penerimaan Pengeluaran 

SaldoKas 
Rp % . 

1 2 3 4 5 (3--4} 6 
1 LS 

2 TU 

3 UP/OU 

JUMLAH 

II. Saldo Kas Belanja Berdasarkan Pembebanan 
. 

No. Behan Belanja Penerimaan Pengeluaran 
SaldoKas 

Rp % 
1 2 3 4 5(34} 6 
1 LS 

·-·. .. . ......... 
2 TU . .. . .. ...... 
3 UP/GU ... - .. --·· .. -·-. 

JUMLAH ... 

III. Sa.Ida Kas Pajak berdasarkan Pembebanan 

' 
No. Beban Belanja Penerimaan 

Saldo Kas 
Pengeluaran 

Rp % 
1 2 3 4 5/34) 6 

i 1 LS ; 

2 TU • 

3 UP/GU 

I JUMLAH ··-·----

...... ·. 

. -····· -- - ·-·-------



J uutl1:1.h yang dapat di OU kan 

I ~UP I 
Saldo Ka& Belnnjo. UP/GU GU (l-2) 

2 3 

Sedangkan rekapitulasi penerimaan, pengeluaran dan saldo utang 
pajak adalah sebagai berikllt: 

No. Jenis Pajak Penerimaan Pengeluaran 
Saldo Kas Utang 

Pajak 
·-· 1 2 3 4 5(341 

1 PPh2l ---· 
2 PPh22 
3 PPh23 

4 PPh4: 2 

5 PPN 
-··- --

6 PPh 2G . 
Jum1ah -

Demikian pengesahan ini dibuat, sebagai bahan Laporan 
Pertanggungjawaban. 

Pringsewu, ............... 20 

Mengetahui 
PA/KPA/PPKD, 

Nama 
NIP. 



! 

LAPORAI\" REALJSA:SI BELA~JA l'Ki KUUl: I<KKr:NJNu 
PEMERIN'l'AH KABUPATEN J>RINGSEW.J LAPORAN REALL'3ASI BELA~JA OPD 

TAHUN ANOGARAN ............... .. 

OPD ...................................... .. 
SAMPAI DENGAN .... , ............................ . 

¥'UHMA1' 'J. 

AKUN JUKOR- JUKOR i REALISASI II SISA 
•NO ANGGAR/IN SP2D LS SETORANLS SPJ REALISASI I 
i BKU UMUM ANGOARA, 

1 2 3 4 5 

SALDO KAS BEi.ANJA 

Bebo.nBelonjo SG.ldo Awal Penerimaan Saldo Kas 
.... -. .......... " ·------------------
I. LS 
::.l. UP/CU 
3. TlJ 

JUMLAH 

Mengetah'li 
KEPALA OPn. 

Nama 
NI:' 

() 

····-· ►-·-··· 

' 7 8•(4-ti}•(o-'f} !I 7 JlP8+9 lj=,3.JQ 
1 

--, 
i 
! 

... -

l 
; 

SALDO KAS PAJAK 

Jenh, Pajak Saldo Awai Penerimas.n Pengell,aran Saldo Pajak 

l. PPh Pasal 21 
2. PPh Pasal :22 
3.PPh Pasal23 
4 . .1'.l'h .l'asal 4 : 2 
5.PPN 
6.PPhPasal26 

JUMLAH 

l'nngsewu tanggaJ ............... .. 

Nama 



......,. 

_, 

J.<"ORMAT3 

BERlTA ACARA PEMERIKSAAN KA8 

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 
Berdasark.an Transaksi s.d tanggaL ..... . 

P ..,_ ,._..., . . •Q~--Q1 be d "'°'ha al .. aua uau rm . . .. . ... . . • .. ,.__.,~ ... ·· ............ yang ,1:0 n ata nga n. ~ w 1 11lC 

Nama lengkap : 
Jabatan 

kami selaku PA/KPA. beUIHWH P<:jttbal Pl:imtau>MUllWJl Keuimgan (PPK) 
mele.lrukan pemeriksean set.empat pada: 

Nam.a lengkap : 
Jaba.tan 

Berdasarkan Keputusan Bupati Pringscwu Nomor ............... Tan10t3l ... dif~gasken 
mengurus uang berdasarken basil pemeriksaan kas eerta bukti-bukti yang 
bei:a.da dalam pengurusan itu, kaml menemul kenyataan sebegai berikut: 

Jumlah uang yang kami hitung di had.apen pejabe.t tersebut adalah: 
a. Uang ket"ta.s Rp. ................. , ....... . 
b. Uang Logam Rp. ......................... . 
C. SP2D dan alat pembayaran 1ainnya yang Rp ....................... ' .. . 

bclum dicairkan 
d. Saldo Bank 
e. Sura.t/barang/benda berharga yang diizinkan 

Jumla1l 

Saldo Uang menurut Buku Kas Umum, 

Rp. .......................... . 
Rp .....•...•.••.............. 
Mp. ·•••·•·•••·•••··••••·· .. •· 
Rp. ......................... . 

Register dan la.in sebagainya berjumJah 
PerbMean positif / Negatif antara saldo Kas dan 
SaldoBuku 

Rp ..•.....•.•..........•..... 

Scli:!iih tcrecbut clli!cbabkan oleh: 

No 

---
Jumlah 

Yang diperik~, Bcndahara 
Pengeluaran/Bendehara 
Pengeluaran Pembantu 

Nama 
NIP. 

Uraian 

-. 

Jumlah 

-· 

Pruig~wu, lttliggw ............ . 
Mcngetahui 
PA/KPA/PPKD, 

Nama 
NIP. 

RUPATI PRINGSEWU, 

SUJI\DI 



FORMAT3 

BERITA ACARA PEMERIKSAM KAS 

f'EMERlNTI\H ICABUPATEN I'RINOSEWO BERITI\. ACJ\RA PEMERII<SMN KI\S 
Benlasarkan Transaksi s.d ~al ...... . 

Pada hart ini ............ tsnggel ..•.......•.... yang bertwu.J .. tungun dibawiu1 iui: 

Namalengkap: 
Jabatan 

JcamJ selaku PA/KPA bersama Pejabat Pcnatausahaan Keuangan (PPK) 
m~la.lru.lm.n peme.riksaan setempat pada: 

NB.IDQ lengka.p : 
Jabatan 

Berdasarkan Keputusan Bupati Pringscwu Nomor ..............• Tanggal ... ditugaskan 
mengurus uang benlasarkan basil pemeriksa.an leas serta bukti-bukti yang 
bera.dfl delam penguru&an itu, kB.mi rneoern•\i kenyataan sebagai berikut: 

Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah: 
a. Uang kcrt&s Rp .......................... . 
b. Uang Lo~ Rp .......................... . 
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang Rp. ....•..................... 

belum dicairkan 
d. ~~klo R11r1k Rp ........................... . 
e. Surat/barang/bmda berha-rga yang diizinkan Rp ............. , ...•. ., .•.... 

Jumlab Rp .......................... . 

Saldo Uang menurut Buku .Kas Urn.um, Rp .......................... . 
Rcgbtcr dan lain :!M"bsgainya bcrjnrnJe'h 
Peft.....taaa positif / N~tif antara saldo Kas dan Rp .......................... . 
SaldoBuku 
Se1isih tensebut clil:lebilbkan oleh: 

No 

. 

' 
! 

Jumlah 

Yffllg diperik:511, Bendlllulra 
Pjmg.-Juaran/~ndA hAm 
Pengeluaran Pembantu 

Narna 
NIP. 

Uraian 

-

·-· 
Jumlah 

~u, tHngg;:d ............ . 
Mengetshui 
PA/KPA/PPKD, 

Nama 
NIP. 

BUPATI PRINGSEWU, 

SWADI 

Administrator
Typewritten text
JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/ 
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